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Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu
dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan
ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang
yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi
pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya
penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya
dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi
yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan
kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu
berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat
mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan,
pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu
sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya
suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan
berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud
tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada
tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai
dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan
rencana tata ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada
sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan,
keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan
otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar
dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan
kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan
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keterpaduan antar daerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan
antar daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang
semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan
ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,maka diperlukan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kotabaru.

RTRW Kabupaten KotabaruTahun 2012 sampai dengan 2032,
disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang. Secara subtansi mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/KPTS/M /2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten,
sedangkan secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/20009.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan
ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang
akan datang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah merupakan arah
tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan
penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran
kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-
langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Pasal 5

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan
gambaran wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah
kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasi wilayah
kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang
meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan



sumber daya air, sistem prasarana pengelolaan lingkungan
termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari
daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah
kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah
kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan
pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana
struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Povinsi yang
terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka
tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi
pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang
dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama
jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana
struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah
provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah
kabupaten sekitar yang berbatasan.

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:

1. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten
yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah
kabupaten; dan

2. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang
keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi
kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada
pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Pasal 6

Rencana pengembangan sistem perkotaan, terdiri atas:

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);

c. Pusat Kegiatan Pelayanan Kawasan (PPK); dan
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan
yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan
sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola
ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah
nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait
dnegan wilayah Kabupaten yang bersangkutan

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan
berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten

2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah
kabupaten

3. kebutuhan ruang wuntuk pengembangan kegiatan sosial
ekonomi dan lingkungan; dan

4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Didasarkan pada pada Rencana Tata Ruang, seseuai dengan
rencana pembangunan dan tetap memperhatikan kawasan
lindung dan budidaya yang seimbang.



Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotabaru
Ayat (3)
Taman Wisata Alam sebagian berdasarkan Perpres 3
Tahun 2012 dan perencanaan berdasarkan RTRWK.
Kawasan pantai berbakau berdasarkan RTRWK.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang
berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih
dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam
kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan
industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di
kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk
memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan
prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak
lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana
dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila
kegiatan yang  ditunjangnya  memiliki besaran = yang
memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan
prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya
disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 25
Ayat (1)
Kawasan hutan produksi didasarkan pada RTRWK.
Pasal 26

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya



